
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR It TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi layanan pengadaan barang 

jasa, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Sek.retariat Daerah 

Kabupaten Mojokerto perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkup Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 5). 
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10. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 

2016 Nomor 58). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN MOJOKERTO. 

Pasal I 

1. Setelah angka 3) huruf d Pasal 3 ayat (1) ditambahakan 1 

(satu) angka, yakni angka 3.1), sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

( 1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 

membawahi: 

1) Bagian Administrasi Pemerintahan, 

membawahi: 

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan; 

b) Sub Bagian Otonomi Daerah; 

c) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan 

Kelurahan. 

2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, 

membawahi: 

a) Sub Bagian Keagamaan dan Bina Mental; 

b) Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan dan 

Prasarana Keagamaan; 

c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 
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3) Bagian Hukum, membawahi : 

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-

undangan; 

b) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan 

Hukum; 

c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 

membawahi: 

1) Bagian Administrasi Perekonomian, 

membawahi: 

a) Sub Bagian Kerjasama; 

b) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian; 

c) Sub Bagian Industri dan Perdagangan. 

2) Bagian Administrasi Pembangunan, 

membawahi: 

a) Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan 

Program; 

b) Sub Bagian Pengendalian; 

c) Sub Bagian Pelaporan. 

3) Bagian Organisasi, membawahi : 

a) Sub Bagian Tata Laksana; 

b) Sub Bagian Kelembagaan; 

c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur. 

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi : 

1) Bagian Umum, membawahi: 

a) Sub Bagian Rumah Tangga; 

b) Sub Bagian Perlengkapan; 

c) Sub Bagian Pemeliharaan. 

2) Bagian Tata Usaha, membawahi: 

a) Sub Bagian Agenda dan Ekspedisi; 

b) Sub Bagian Keuangan; 

c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 

3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, 

membawahi: 

a) Sub Bagian Pemberitaan; 

b) Sub Bagian Dokumentasi; 

c) Sub Bagian Protokol. 
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3.l)Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa, 

membawahi: 

a) Sub Bagian Pembinaan; 

b) Sub Bagian Layanan Pengadaan; 

c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 

(3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

Pasa14 

( 1) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris 

Daerah. 

(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bagian. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian 

terkait. 

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga 

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Sub Bagian Keagamaan dan Bina Mental mempunyai 

tugas: 

a. menyusun bahan penyusunan rencana 

pembinaan dan pengembangan dibidang agama; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan 

pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan dan 

peringatan hari - hari besar keagamaan; 

c. merancang dan melakukan rapat-rapat koordinasi 

umat beragama tingkat Kabupaten; 
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d. menyusun bahan koordinasi dengan lembaga

lembaga keagamaan yang berhubungan dengan 

lomba-lomba keagamaan; 

e. menyusun bahan dalam rangka pengkoordinasian 

penyelenggaraan urusan haji; 

f. menyusun bahan perumusan kebijakan terhadap 

pelaksanaan pemberdayaan lembaga keagamaan; 

g. menyusun bahan dalam rangka pengkoordinasian 

dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan 

sosial keagamaan; 

h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan dan Prasarana 

Keagamaan mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan perumusan kebijakan 

pelaksanaan bidang sarana dan prasarana 

keagamaan; 

b. menyusun bahan dalam rangka pengkoordinasian 

dan pembinaan terhadap pemberian bantuan 

sarana dan prasarana keagamaan; 

c. melakukan verifikasi terhadap permohonan 

bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah dan 

lembaga keagamaan; 

d. dihapus; 

e. melakukan pemberian rekomendasi permohonan 

bantuan tempat ibadah dan lembaga keagamaan; 

f. menyusun bahan perumusan kebijakan terhadap 

pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan dan 

pendidikan keagamaan; 

g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat. 
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(3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana kerja; 

b. menyusun konsep kebijakan pembinaan sosial 

kemasyarakatan; 

c. menyusun dan menganalisis data mengenai 

kegiatan sosial kemasyarakatan; 

d. menyusun bahan koordinasi dalam pemberian 

bantuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan 

lainnya; 

e. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam 

penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan; 

f. menyusun bahan koordinasi fasilitasi pemberian 

bantuan subsidi pada rakyat miskin; 

g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat. 

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e diubah, sehingga 

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas: 

a. menyusun data pembinaan dan koordinasi dalam 

rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dibidang kerjasama; 

b. menyusun rencana, program dan petunjuk teknis 

pelaksanaan kerjasama baik antar daerah 

maupun dengan pihak lain; 

c. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan 

pengendalian pelaksanaan kerjasama antar 

daerah dan pihak lain; 

d. menyusun, mengumpulkan dan mengolah data 

dan laporan sebagai bahan koordinasi bina usaha, 

BUMD, perbankan daerah, koperasi, transportasi, 

pariwisata dan penanaman modal; 
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e. melakukan pembinaan dan pengembangan 

BUMD; 

f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi 

Perekonomian. 

(2) Sub Bagi.an Pengembangan Perekonomian 

mempunyai tugas : 

a. menyusun dan mengolah data serta laporan 

sebagai bahan penyusunan pedoman dalam 

rangka pengembangan perekonomian masyarakat 

meliputi pertanian, perikanan, ekonomi berbasis 

lokal dan ekonomi kreatif; 

b. menyusun dan mengolah data serta menyiapkan 

data koordinasi dibidang peningkatan ketahanan 

pangan dan gizi masyarakat; 

c. menyusun dan mengolah data serta menyiapkan 

data koordinasi dalam rangka pelaksanaan 

pemantauan harga bahan pokok dan bahan 

penting lainnya serta harga pupuk; 

d. menyusun bahan pembinaan dan koordinasi 

pengembangan perekonomian masyarakat dalam 

rangka pengendalian inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi daerah; 

e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi 

Perekonomian. 

(3) Sub Bagian Industri dan Perdagangan mempunyai 

tugas: 

a. menyusun dan mengolah data dan laporan 

sebagai bahan koordinasi dibidang peningkatan 

industri dan perdagangan; 

b. menyusun dan mengolah data dan laporan 

sebagai bahan koordinasi kegiatan 

produk unggulan; 

promosi 
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c. menyusun dan mengolah data dan laporan 

sebagai bahan koordinasi dibidang pertambangan 

dan energi serta air bawah tanah; 

d. menyusun dan mengolah data dan laporan 

sebagai bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pembinaan dan pemantauan 

depot, agen, dan pengecer bahan bakar minyak; 

e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi 

Perekonomian. 

5. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 

19 berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ketlga 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

Pasall9 

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan 

sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk menyusun 

kebijakan dan mengkoordinasikan administratif 

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan 

memberikan pelayanan administratif yaitu 

mengkoordinasikan kebijakan, pengkajian, 

perumusan, penyusunan petunjuk teknis, 

pembinaan, penelitian, monitoming, evaluasi dan 

pelaporan dibidang umum, tata usaha, hubungan 

masyarakat dan protokol serta layanan pengadaan 

barangjasa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum 

mempunyai fungsi : 

a. perumusan, pengkajian bahan kebijakan, program 

petunjuk teknis serta memonitor penyelenggaraan 

pemerintahan dibidang umum, tata usaha, 

hubungan masyarakat dan protokol serta layanan 

pengadaan barang jasa; 
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b. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dibidang umum, tata usaha, 

hubungan masyarakat dan protokol serta layanan 

pengadaan barang jasa; 

c. perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan 

kewenangan otonomi daerah dibidang umum, tata 

usaha, hubungan masyarakat dan protokol serta 

layanan pengadaan barang jasa; 

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; 

dan 

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

6. Setelah ketentuan Paragraf 3 ditambahkan 1 (satu) 

Paragraf yakni Paragraf 3.A. dan diantara Pasal 25 dan 

Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 25.A. dan 

Pasal 25.B., sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Paragraf 3.A. 

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA 

Pasal25.A. 

(1) Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa mempunyai 

tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk 

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah 

dalam menghimpun, menyusun dan menyiapkan 

perumusan pedoman dan petunjuk telmis, 

mengkoordinasikan bahan kebijakan dan 

penyelenggaraan pemerintahan meliputi pembinaan, 

layanan pengadaan dan pengelolaan sistem 

pengadaan secara elektronik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), Bagian Layanan Pengadaan Barang 

Jasa mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan 

jasa; 

b. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa; 
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c. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi 

pengadaan barang dan jasa secara elektronik; 

d. perumusan rencana pemilihan penyedia b~ang 

danjasa; 

e. perumusan dokumen pengadaan; 

f. perumusan besaran nominal jaminan panawaran; 

g. pelaksanaan pengumuman pengadaan barang dan 

jasa di website dan papan pengumuman resmi 

untuk masyarakat serta menyampaikan ke 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

untuk diumumkan dalam portan nasional; 

h. pelaksanaan penilaian kualifikasi penyedia barang 

dan jasa melalui prakualifikasi dan 

pascakualifikasi; 

i. pelaksanaan evaluasi administrasi, teknis dan 

harga terhadap penawaran yang masuk; 

j. pelaksanaan penanganan terhadap sanggahan; 

k. pelaksanaan penetapan penyedia barang dan jasa; 

1. pelaksanaan penyusunan laporan mengenai 

proses dan basil pengadaan kepada Bupati; 

m. pelaksanaan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa; 

n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; 

dan 

o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. 

Pasal 25.B. 

(1) Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan perumusan kebijakan 

pembinaan pengadaan barang dan jasa; 

b. melakukan pembinaan pengadaan barang dan 

jasa; 

c. melakukan advokasi pengadaan barang dan jasa; 
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d. melakukan tata kelola pengadaan barang dan 

jasa; 

e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan 

Barang Jasa. 

(2) Sub Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan pelaksanaan pengadaan barang 

danjasa; 

b. menyusun bahan koordinasi proses layanan 

pengadaan barang dan jasa; 

c. melakukan administrasi dan verifikasi 

kelengkapan persyaratan pengajuan pengadaan 

barang dan jasa dari Perangkat Daerah; 

d. melakukan pengelolaan data pengadaan barang 

danjasa; 

e. menyusun bahan koordinasi pemilihan penyedia 

barang dan jasa; 

f. melakukan tindaklanjut sanggahan dan sanggah 

banding pengadaan barang dan jasa; 

g. melakukan monitoring atas tanggapan sanggahan 

dan sanggah banding dari kelompok kerja; 

h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan 

Barang Jasa. 

(3) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik mempunyai tugas : 

a. melakukan pengelolaan sistem pengadaan dan 

sistem informasi manajemen pengadaan berbasis 

elektronik; 

b. mengembangkan Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE); 
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c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan layanan 

pengadaan barang dan jasa; 

d. menyusun bahan perencanaan dan 

pengkoordinasian peningkatan dan pemeliharaan 

perangkat keras dan lunak sistem pengadaan 

secara elektronik; 

e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan 

Barang Jasa. 

7. Diantara Bab IV dan Bab V dita.mbahkan 1 (satu) Bab 

yakni Bab IV.A. dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 

disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26.A., sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

BAB IV.A. 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

Pasal 26.A. 

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan 

sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan 

keahlian, keterampilan dan kebutuhan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



14 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal B1 t'Y'IO~e,\ .:it:::>tc' 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal ~ l rncn·et oiore 

BUPATI MOJOKERTO, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR l.t 
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